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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di
berbagai bidang baik fisik maupun mental spiritual. Salah satu tujuan dari
pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan pembangunan di segala bidang salah satunya
pembangunan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan salah satu sektor
yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu melalui
peningkatan peranan lembaga-lembaga ekonomi baik swasta maupun pemerintah.
Dalam hal ini peran Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur organisasi
administratif pemerintahan sangatlah penting yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan
daerah. Salah satu hal yang dapat dikatakan sebagai pendapatan daerah adalah
melalui pembayaran pajak.

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten,
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerahhal ini
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah. Pajak sebagai penerimaan dalam negeri dapat dikatakan
berfungsi budgetter, yang berarti pajak merupakan salah satu dari beberapa
sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satu prioritas pembayaran pajak adalah
untuk pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dan
diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan
pembangunan antar daerah, antar perkotaan dan antar pedesaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah memberlakukan penanganan dan pemungutan Pajak
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Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota dari yang semula sebagai pajak pusat dan pajak provinsi.
Penyerahan/pelimpahan kewenangan ini dapat menjadi sebagai penunjang
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Jember sechingga untuk pencapaian tujuannya diperlukan
langkah-langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang
pajak tersebut.

Sektor pajak dalam pembangunan nasional sangat penting, maka diperlukan
sistem administrasi yang baik dalam pengelolaan pajak, misalnya pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan yang merupakan salah satu sub sektor pajak
yang pelaksanaannya juga memerlukan sitem administrasi yang baik. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka proposal Praktek Kerja Nyata ini diberi judul
“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penagihan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.

b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi penagihan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :
a. Guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas dalam penulisan

laporan  Praktek Kerja Nyata.
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b. Dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan Pelaksanaan
Administrasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

C. Sebagai sarana latihan kerja sekaligus penerapan ilmu pengetahuan yang telah

diterima dibangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan manajemen.

1.3  Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember J1. Jawa 72 Jember telp. (0331) 337112

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan
Fakultas Ekonomi  Universitas Jember + 30 hari dengan total waktu 144 jam
terhitung pada tanggal 3 Maret 2014 sampai 4 April 2014. Adapun waktu
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
- Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 - 15.00 WIB
- Jumat : Pukul 07.00 - 11.30 WIB,13.00-16.30 WIB
- Sabtu : Libur

1.4  Bidang Ilmu
Bidang ilmu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pembuatan
laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah :
a. Pengantar Manajemen
b. Perpajakan
c. Praktek Perpajakan
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1.5 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Minggu ke-

No  Kegiatan Praktek Kerja Nyata 1 > 3

Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada
1 Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN X
dan membuat Prosedur PKN

Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran
3 umum dari Dinas Pendapatan Daerah X X
Kabupaten Jember

Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan
4 data-data dan informasi untuk digunakan X X X
dalam menyusun Laporan PKN

Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara

5 g X X X
periodik
Penyusunan Laporan PKN X X X
Penggandaan Laporan PKN X X X

Sumber : Diolah
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Masalah administrasi erat hubunganya dengan predikat peranan yang sangat
penting disebuah negara yang sangat maju. Sesuai dengan harkat dan kodrat
manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Administrasi adalah
taat usaha atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan
dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi dalam pendekatan
ilmu administrasi (Poerwanto, 2006 : 11). Ada beberapa definisi lain tentang
administrasi, yaitu :

a. Administrasi dalam arti sempit :
Administrasi adalah tata usaha atau office work yang pada hakekatnya
merupakan pengendalian daripada ide atau informasi data.
b. Administrasi dalam arti luas :
Dalam arti luas administrasi dibedakan menjadi tiga sudut pandang, yaitu :
1) Sudut Pandang Proses
Administrasi merupakan keseluruhan proses yang terdiri atas
kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan mulai
dari penentuan tujuan, penyelenggaraan hingga tercapainya tujuan.

2) Sudut Pandang Fungsi

Administrasi berarti kegiatan dan tindakan secara sadar dilakukan untuk
mencapai tujuan dan termasuk penentuan tujuan itu sendiri.

3) Sudut Pandang Kepranataan (/nstitution)

Administrasi yang dimaksud adalah keseluruhan orang-orang dalam satu
kesatuan menjalankan kegiatan-kegiatan kearah tercapainya tujuan.

Pada pelaksanaan administrasi di atas dapat ditarik kesimpulan administrasi
mempunyai peranan yang penting dalam membantu melayani pelaksanaan
pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dan
menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan dan bawahan untuk membuat
keputusan dan melakukan tindakan yang tepat, membantu kelancaran

perkembangan organisasi secara keseluruhan.
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2.1.1 Ciri Pokok Administrasi
Ciri pokok administrasi (Poerwanto, 2006 : 20), antara lain :
a. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang.
b. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur.
c. Kerjasama dimaksud untuk mencapai tujuan, dan

d. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal

2.1.2  Tujuan Administrasi
Tujuan Administrasi (Poerwanto, 2006 : 20), yaitu :

a. Memberikan informasi terperinci mengenai orang, objek, operasional,
persetujuan untuk melaksanakan berbagai kepentingan peraturan dan
perjanjian.

b. Mencatat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan.

c. Mengatur komunikasi antara organisasi dengan pihak luar.

d. Memberikan informasi-informasi yang dianalisa mengenai aktivitas
operasional yang terdapat di dalam organisasi.

e. Menyampaikan perhitungan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan organisasi.

2.1.3  Fungsi-fungsi Administrasi
Fungsi-fungsi Administrasi (Poerwanto, 2006 : 21), yaitu :

Membantu ingatan manusia.

o ®

Sebagai alat bukti.

&

Sebagai alat pertanggungjawaban dan perhitungan.

&

Sebagai alat untuk mengambil keputusan-keputusan.

e. Sebagai alat kontrol.

=Hh

Sebagai alat untuk menetapkan besarnya kekayaan dan hasil opersai
perusahaan.
g. Sebagai alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar

perusahaan, undang-undang pemerintah dan perjanjian.
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2.1.4  Jenis Administrasi

Administrasi pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 klasifikasi utama, yaitu

fungsi-fungsi organik dan fungsi pelengkap (Sondang P. Siagian, 2001: 20) :
a. Fungsi-fungsi Organik :

Merupakan semua fungsi mutlak yang harus dilakukan oleh administrasi,
yaitu:

1) Perencanaan (Planning)

2) Pengorganisasian (Organizing)
3) Pelaksanaan (Actuating)
4) Pengawasan (Controlling)

b. Fungsi Pelengkap :

Adalah semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh perusahaan,
tetapi apabila dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam
melaksanakan kegiatan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

1) Komunikasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dan

2) Menyediakan tempat menarik.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum
(Mardiasmo, 2005: 1).

Pendapat lain tentang pengertian pajak menurut beberapa ahli, diantaranya

adalah:
a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang
gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
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b. Menurut Ray M. Sommer, Herschel M. Anderson dan Horace R. Brock

Pajak adalah pengalihan dari sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintahan yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah
ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung,
sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan
ekonomi dan sosial.

c. Menurut S. I Djajaningrat.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke
kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
ketentuan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan
umum.

Dari definisi tersebut terdapat kata “paksa” dan “imbalan” melalui kalimat

“luran yang dapat dipaksakan” dan “Tanpa jasa timbal balik yang ditunjuk”.
Maksud dari kalimat tersebut adalah:
a. luran yang dapat dipaksakan.

Artinya karena kekuatan Undang-Undang maka rakyat yang karena
ketentuan di dalam Undang-Undang itu wajib membayar iuran pajak mau tidak
mau harus memenuhi kewajibannya. Oleh karena kekuatan Undang-Undang itu
pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan
surat paksa dan surat sita. Dan jika wajib pajak melakukan pelanggaran lalai
dalam melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman
denda atau kurungan (penjara).

b. Tanpa jasa timbal balik.

Artinya setiap wajib pajak yang membayar iuran/ pajak kepada negara
tidak akan dapat memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan.
Sebenarnya imbalan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya
adalah  berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh golongan masyarakat

melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, jembatan, Puskesmas, sekolah,
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dan sebagainya.
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pajak memiliki beberapa unsur,
yaitu :
a. Dimaksudkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran
tersebut berupa uang dan bukan berupa barang.
b. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan-aturan
pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal balik.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membayar kepentingan umum.
Untuk membiayai Rumah Tangga Negara dan memiliki manfaat yang dapat

dirasakan oleh masyarakat luas.

2.2.1 Fungsi Pajak
Dengan penerimaan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan
pembangunan, melancarkan roda pemerintahan, serta meningkatkan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat. Dalam kaitannya dalam pembangunan dan
kesejahteraan pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang
tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur serta merata. Fungsi-fungsi
tersebut antara lain :
a. Fungsi Budgetair
Ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran negara.
b. Fungsi Reguler (mengatur)
Ialah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
c. Fungsi Retribusi
Fungsi ini oleh ahli perpajakan dimasukkan dalam fungsi regulasi. Dimana

dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem progresif
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artinya kepada golongan yang lebih mampu dikenakan tarif yang tinggi.
Dana yang dihasilkan dipakai untuk membiayai proyek yang dinikmati
masyarakat berpenghasilan rendah seperti pembangunan waduk, Puskesmas,
sekolah, dan sebagainya.

d. Fungsi Demokrasi

Fungsi ini merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan
kegotong royongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat
memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai
keperluan negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat
berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan
pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Disamping jasa-jasa tersebut pajak memiliki beberapa manfaat, antara lain:

a. Pajak sebagai salah satu penerimaan negara.

b. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan.

c. Pajak sebagai alat pendorong investasi.

Beberapa syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum
Yaitu untuk mencapai Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengarahkan pajak secara umum
dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan
adil dalam pelaksanaanya yaitu dengan cara memberikan hak bagi wajib pajak
untuk mengajukan keberatan dan mengajukan banding kepada Majelis
Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak di atur dalam Undang-Undang Dasar pasal 23 ayat 2. Hal
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatukan keadilan baik bagi negara
maupun kepada warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan pada
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perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansiil)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan dapat memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh UU Perpajakan yang baru, misalnya :
1) Tarif PPN yang dulunya beragam, kemudian disederhanakan menjadi satu
tarif yaitu 10%.
2) Pajak perseroan atau badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan

maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.2  Hukum Pajak
2.2.2.1 Pengertian Hukum pajak
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak
dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu:
a. Hukum Pajak Materiil
Menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan,
peristiwa, hukum yang dikenakan pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan
(subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu
tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara wajib
pajak dan pemerintah.

Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan

b. Hukum Pajak Formil
Memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi
kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat
antara lain :

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
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2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak
mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang
pajak.

3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan,
dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.2.2 Kedudukan Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, hukum pajak mempunyai
kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :
a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya.
b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, yaitu:
- Hukum Tata Negara
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- Hukum Pajak

- Hukum Pidana

2.2.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Setiap pajak yang dipungut berdasarkan UU Hukum Pajak di Indonesia
terdapat pada UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yaitu: “segala pajak untuk keperluan
Negara berdasarkan UU”.

Untuk menyempurnakan peraturan Undang-Undang Perpajakan, dan lebih
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pemerintah telah
membuat UU Perpajakan baru, sebagai berikut :

a. UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
diperbaharui dalam UU No. 9 tahun 1994.

b. UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diperbaharui
dalam UU No. 12 tahun 1994.

d. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
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UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

2.2.4 Jenis-jenis Pajak

Pajak yang kita kenal terdiri dari berbagai macam jenis. Di bawah ini terdapat

beberapa jenis pajak antara lain sebagai berikut:

a.

Menurut Golongannya
1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dilimpahkan kepada
orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Sifatnya
1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
obyeknya tanpa memperhatikan wajib pajaknya.
Menurut Lembaga Pemungutnya
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- Pajak Daerah Tk. I (Provinsi)
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.
- Pajak Daerah Tk. II (Kabupaten)
Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan

Pajak Penerangan Jalan.
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2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan terdapat tiga sistem antara lain sebagai berikut :
a. Official Assessment System
Adalah suatu sitem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c. With Holding System
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.6 Tarif Pajak
Ada empat macam tarif pajak, yaitu :
a. Tarif Sebanding/Proporsional
Merupakan tarif pajak dengan persentase tetap, terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
b. Tarif Tetap
Merupakan tarif pajak dengan jumlah yang tetap (sama) terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
tetap.
Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai

nominal berapapun adalah Rp. 6.000,-.
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c. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.
Contoh : pasal 17 UU PPh tahun 1995, dengan Lapisan Kena Pajak
- Sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 10%.
- Di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan tarif
pajak sebesar 15%.
- Di atas Rp. 50.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 30%
d. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk
daerah rawa, tambak dan sebagainya) serta laut wilayah Republik Indonesia.
Sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang
diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat
usaha, maupun tempat yang diusahakan (Mardiasmo, 2005: 191).

Sedangkan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan

yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dimanfaatkan oleh orang atau badan.

2.3.2 Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan
Fungsi pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :
a. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang sebagian besar
penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan
untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.
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b. Merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 10%
untuk Pemerintah Pusat serta 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan
Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

c. Penerimaan Pemerintah Daerah yang sebagian besar diberikan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat II, karena penerimaan pajak ini diarahkan untuk
kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

d. Sedangkangkan imbangan pembagian hasil penerimaan pajak diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan besarnya persentase (%) dan urutan
pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara
100%.

2) 10% dari nomer 1 untuk Pemerintah Pusat dan harus disetor sepenuhnya ke
Kas Negara.

3) 90% dari nomer 1 untuk Pemerintah Daerah , hasil ini masih harus
dikurangi dengan 10% untuk biaya pemungutan.
Sisa :
- Untuk Pemda Tingkat I = 16,2% (20% x 81%)
- Untuk Pemda Tingkat II = 64,8% (80% x 81%)

4) Untuk nomer 3 merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.3.3 Subyek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

a. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan
Adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan
bangunan maupun yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan yang
bersangkutan. Hal ini berarti sekalipun orang atau badan tersebut menyewa
atau hanya sekedar menumpang, namun secara nyata ia memperoleh manfaat
atas tanah (bumi) dan atau bangunan tersebut, maka orang atau badan tersebut

wajib menanggung atau membayar beban pajaknya. Sedangkan apabila
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terdapat perikatan lain, misalnya pemilik bangunan menanggung beban pajak,
maka kewajiban membayar pajak jelas ada pada pemilik bangunan. Keterangan

ini perlu dituliskan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Jadi yang
dimaksud dengan objek pajak adalah bumi dan atau bangunan dalam penetapan
besarnya nilai dari objek pajak menggunakan klasifikasi bumi dan bangunan.
Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan
menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman dalam perhitungan,
serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.
Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor :
- Letak
- Peruntukan
- Pemanfaatan
- Kondisi lingkungan
Untuk menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor :
- Bahan yang digunakan
- Rekayasa
- Letak
- Kondisi lingkungan dan lain-lain
Semua bumi dan bangunan yang berada di wilayah negara kita ini pada
dasarnya dapat dimasukkan sebagai objek pajak. Akan tetapi tidak semua bumi
dan bangunan dapat dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan itu adalah sebagai berikut :
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan.
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah

sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain.
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. Digunakan untuk kuburan, peninggalan berkala, atau yang sejenis dengan itu.

. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum

dibebani suatu hak.

. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik.

. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

. Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap Wajib Pajak.

1) Apabila seorang wajib pajak hanya mempunyai/ menguasai/ menikmati/
memanfaatkan suatu objek pajak saja (tanah dan bangunan) yang Nilai Jual
Objek Pajaknya (NJOPnya tidak lebih dari Rp 10.000.000,- kepada wajib
pajak tersebut dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan)

2) Apabila wajib pajak tersebut mempunyai beberapa objek pajak, maka yang
diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang terbesar nilainnya,
sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa

dikurangi NJOPTKP.

2.3.4 Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar
0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun.
. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205 %
(nol koma dua ratus lima persen) per tahun.
. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar RP. 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah).

Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP, dengan rumus

sebagai berikut:

PBB P2 = TARIF x (NJOP — NJOPTKP)
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2.3.5 Tata Cara Pemungutan PBB-P2
2.3.5.1 Tata Cara Pendaftaran PBB-P2
Berikut merupakan tata cara pendaftaran PBB-P2 :

a. Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 dilakukan
oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan
mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) secara jelas, benar, dan lengkap.

b. LSPOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

c. Formulir SPOP/LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di
Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

d. SPOP/LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan
dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSOP
PBB-P2 oleh subjek pajak.

e. Pengembalian SPOP dan LSPOP dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :

1) sketsa/denah objek pajak;

2) foto copy KTP;

3) foto copy sertifikat tanah;

4) foto copy ljin Mendirikan Bangunan; dan
5) foto copy akta jual beli;

f. Dinas/UPT. Pendapatan membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP
PBB-P2.

g. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP tercantum dalam
Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.
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2.3.5.2 Tata Cara Pendataan PBB-P2
Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan dilakukan
sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan.

Pendataan dapat dilakukan dengan cara :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada wilayah yang secara
umum belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif
kecil;

b. Identifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis / peta
foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai
data administrasi PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap;

c. Verifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta
foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data
administrasi PBB 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap; dan

d. Pengukuran bidang objek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai sketsa
peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan
untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Berdasarkan hasil pendataan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data
yang dimiliki wajib pajak atau fiscus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan

dengan pelaksanaan pemeriksaan.

2.3.5.3 Tata Cara Penilaian Objek Pajak PBB-P2
Penilaian merupakan kegiatan dalam rangkat meningkatkan NJOP. Kegiatan
penilaian dapat dilaksanakan melalui :

a. Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi
rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung
berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);

b. Penilaian individu ditetapkan pada objek pajak tertentu yang bernilai tinggi.
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Objek Pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud di atas

adalah:

1) Objek Pajak yang nilai per m2 (meter persegi) lebih besar dari ketentuan
NJOP yang tertinggi,

2) Objek Pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
atau lebih;

3) Objek Pajak yang diperuntukan dan/atau digunakan untuk perumahan
mewah, usah komersial, industri atau keberadaannya mempunyai sifat
khusus seperti :

a) Penambangan lepas pantai (7ig) dan di bawah tanah;
b) Jalan tol;

c¢) Objek rekreasi/sport;

d) Lapangan golf;

e) Pompa bensin;

f) Dan lain-lain yang sejenisnya.

Kegiatan penilaian dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian,
meliputi:

a. Penilaian dengan pendekatan data pasar, dilakukan dengan cara
membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang
sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa
penyesuaian.

b. Penilaian dengan pendekatan biaya, dilakukan untuk penilaian bangunan
dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan, dilakukan pada objek-objek yang
menghasilkan (memiliki nilai komersial) dengan cara menghitung atau
memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap
objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak

pengusaha.
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2.3.5.4 Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau
SKPD. Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :

a. Pengambilan sendiri di UPT. Pendapatan/Kelurahan/Desa tempat objek
terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
b. Pengiriman malalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan/

Kelurahan/Desa.

Wajib Pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dengan
menunjukan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya. Pajak yang terhutang
berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh
tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda
administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang
tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran
dilakukan oleh Wajib Pajak melalui :

a. Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Tempat Pembayaran

Pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak melalui bank tempat Pembayaran

adalah:

1) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukan
SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

2) Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah
dilakukan kliring.

3) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani
STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat)
sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing :

- Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;

- Lembar 2 (dua) untuk Dinas;

- Lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan; dan

- Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran.
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4) Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer,
sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar pengiriman

dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.

. Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut

adalah :

1) Wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukan SPPT/SKPD
kepada Petugas Pemungut.

2) Wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar
ke-2 untuk petugas pemungut.

3) Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan
keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank
yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima).

4) Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian
dikembalikan untuk disampaikan kepada :

- Desa/Kelurahan (lembar ke-1);

- Dinas (lembar ke-2);

- Kecamatan (lembar ke-3);

- Petugas Pemungut (lembar ke-4); dan

- Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5).

5) Petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1)
dari Bank Tempat Pembayaran.

6) Petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah
menyampaikan SSPD/STTS lembar ke-1 kepada wajib pajak sebagai bukti
pembayaran PBB-P2 yang sah.

7) Bentuk dan isi TTS dan STTS ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.
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2.4 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan yang diperoleh
dari pungutan pajak atas penggunaan bumi (tanah) dan atau bangunan. Hasil
Penerimaan PBB-P2 digunakan untuk pembangunan negara pada umumnya dan
pembangunan daerah pada khususnya.

Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
menetapkan pembagian hasil penerimaan PBB-P2 sebagai berikut :

a. 10% dari hasil penerimaan PBB-P2 merupakan bagian penerimaan untuk
Pemerintah Pusat dan harus disetorkan sepenuhnya ke kas negara.

b. 90% dari hasil penerimaan PBB-P2 merupakan bagian penerimaan untuk
Pemerintah Daerah dan dikurangi dengan biaya pemungutan sebesar 10%.
Pembagian untuk Pemerintah Dati I dan Pemerintah Dati II adalah sebagai
berikut :

1) Pemerintah Daerah TK I sebesar 20%
2) Pemerintah Daerah TK II sebesar 80%

Hasil penerimaan PBB-P2 yang diterima oleh Pemda TK II dipergunakan
untuk menunjang pembangunan Dati I yang bersangkutan dan diselaraskan
dengan pembangunan nasional yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat
diseluruh wilayah Dati II. Dengan penggunaan tersebut diharapkan akan
merangsang masyarakat tempat objek pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam

membayar pajak.
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BAB 3.
GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN JEMBER

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah jember

Perkembangan daerah Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman
tembakau mulai dikenal. Perkembangan selanjutnya sesuai dengan Statblat
No.332 tahun 1929 tanggal 1 Januari 1929 secara administratif menjadi
Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember.

Pada tahun 1950 sesuai dengan Statblat No. 12 tahun 1950 Kabupaten Jember
menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jember. Sejalan dengan adanya Kabupaten Jember menjadi Pemerintah
Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana Pemerintah
Daerah tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar
menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang
pendapatan daerah dengan nama Dinas Pendapatan Pajak Daerah dan mengalami
perubahan nama sebanyak tiga kali setelah Dinas Pendapatan Pajak Daerah, hal
ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada Pemerintah Daerah
Tingkat II Jember.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di
bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu:

a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
maka dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pasar (PERDA
No.39 tahun 2000) sehingga mulai saat itu Dinas Pasar berdiri sendiri. Kemudian
pada tahun 2000 dan dengan diberlakukannya PP No.8 tahun 2003 tentang
pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pasar bergabung kembali dengan

Dinas Pendapatan daerah Tingkat II Kabupaten Jember.

25
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Pada tahun 2000 Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember diubah menjadi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan ini didasarkan pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000.

3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Agar tujuan perusahaan/instansi perusahaan dapat tercapai dengan rencana
yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari
berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam
pelaksanaan tugasnya masing-masing. Langkah ini dapat diambil dengan
pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota. Selanjutnya dapat
ditunjukkan dengan struktur organisasi yang diperlukan.

Suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata
raga organisasi itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata cara
organisasi yang efisien berarti bahwa organisasi itu memiliki susunan yang logis
dan bebas dari sumber-sumbernya.

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan
Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis.
Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang

masing-masing bagian:
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3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Penjelasan dari struktur organisasi di atas mengenai tugas dan fungsi dan
masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Kabupaten.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat,
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan
benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan,
perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda
berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Program
Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rancana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain
yang diberikan oleh Sekretaris.
3) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan
keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
c. Unit Pelaksana Teknis
UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas
dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai
wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan
tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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d. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

e. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)
Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program
perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah Raga) serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun
materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta
pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

f. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)
Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan,
penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi
daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)
Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Bidang Pembukuan dan Pengendalian
Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan
dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pembinaan
teknis pemungutan, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi
penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,
dan  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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3.4 Kegiatan Pada Bidang Penagihan dan Keberatan
Kegiatan yang dipilih pada saat pelaksanaan PKN adalah pada Bidang
Penagihan dan Keberatan. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :
a. Seksi Penagihan
b. Seksi Keberatan
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
3.4.1 Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penagihan dan Keberatan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Penagihan
mempunyai fungsi meliputi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
b. Penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumen yang
berhubungan dengan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masa berjalan
maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
e. Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; yang telah
melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu jatuh tempo;
f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
h. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
1. Penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
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3.4.2 Seksi Keberatan

Seksi Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian sengketa

pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan permohonan Restitusi Pajak Daerah,

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Keberatan mempunyai fungsi meliputi :

a.

Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan dan
pelayanan restitusi;

Pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan/pengurangan, keberatan,
pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran, banding dan pembebasan
atas materi penetapan pajak serta  pengurangan sanksi administrasi Pajak
Daerah;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelesaian
permohonan keberatan atas penetapan Pajak Daerah;

Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan  Wajib
Pajak Daerah;

Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan
diterima atau ditolak;

Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan
keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding;

Penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau
ditolak terhadap permohonan keberatan wajib pajak daerah berdasarkan
pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;

Pelaksanaan pengawasan atas penyelesaian sengketa pemungutan Pajak
Daerah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan
keberatan Pajak Daerah;

Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan/atau kompensasi, penundaan
dan pengembalian pembayaran Pajak Daerah;

Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi

dan atau pemindahbukuan;
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Pelaksanaan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak
Daerah akibat terjadinya Restitusi;

Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak
Daerah/Retribusi Daerah;

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
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BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Di dalam melaksanakan Praktek Kerja
Nyata, penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jl. Jawa No.72 Jember. Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten jember merupakan lembaga pemerintahan yang
menjadi unsur-unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan asli
daerah, yang dalam pelaksanaannya Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Banyak jenis pajak yang ditangani oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, salah satunya adalah Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang akan dibahas di dalam laporan ini
sesuai dengan judul laporan “Pelaksanaan Administrasi Penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember”. Pada Praktek Kerja Nyata ini, penulis mendapatkan kesempatan
penempatan pada bidang 1 atau bidang Penagihan dan Keberatan yang merupakan

pokok utama dalam jalannya administrasi pajak bumi dan bangunan.

4.1 Pelaksanaan Penagihan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tata Cara Pendaftaran PBB-P2
Berikut merupakan tata cara pendaftaran PBB-P2 :

a. Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB-P2
dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan
permohonan dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) secara jelas, benar,
dan lengkap.

b. LSPOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

c. Formulir SPOP/LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di
Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

d. SPOP/LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan

e. dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling

33
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lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSOP
PBB-P2 oleh subjek pajak.

Pengembalian SPOP dan LSPOP dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :

1) sketsa/denah objek pajak;

2) foto copy KTP;

3) foto copy sertifikat tanah;

4) foto copy Ijin Mendirikan Bangunan; dan

5) foto copy akta jual beli;

Dinas/UPT. Pendapatan membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP
PBB-P2.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Tata Cara Pendataan PBB-P2
Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan dilakukan

sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan.

Pendataan dapat dilakukan dengan cara :

a.

Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada wilayah yang secara
umum belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif
kecil;

Identifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis / peta
foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai
data administrasi PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap;

Verifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta
foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data
administrasi PBB 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap; dan

Pengukuran bidang objek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai sketsa
peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat

digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.
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Berdasarkan hasil pendataan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data
yang dimiliki wajib pajak atau fiscus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan

dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Tata Cara Penilaian Objek Pajak PBB-P2

Penilaian merupakan kegiatan dalam rangkat meningkatkan NJOP. Kegiatan

penilaian dapat dilaksanakan melalui :

a. Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi
rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung
berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);

b. Penilaian individu ditetapkan pada objek pajak tertentu yang bernilai tinggi.
Objek Pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud di atas
adalah:

1) Objek Pajak yang nilai per m2 (meter persegi) lebih besar dari ketentuan
NJOP yang tertinggi;

2) Objek Pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
atau lebih;

3) Objek Pajak yang diperuntukan dan/atau digunakan untuk perumahan
mewah, usah komersial, industri atau keberadaannya mempunyai sifat
khusus seperti :

a) Penambangan lepas pantai (rig) dan di bawah tanah;
b) Jalan tol;

c) Objek rekreasi/sport;

d) Lapangan golf;

e) Pompa bensin;

f) Dan lain-lain yang sejenisnya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36

Kegiatan penilaian dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian,
meliputi:

a. Penilaian dengan pendekatan data pasar, dilakukan dengan cara
membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang
sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa
penyesuaian.

b. Penilaian dengan pendekatan biaya, dilakukan untuk penilaian bangunan
dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan, dilakukan pada objek-objek yang
menghasilkan (memiliki nilai komersial) dengan cara menghitung atau
memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap
objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak

pengusaha.

Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau
SKPD. Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :

a. Pengambilan sendiri di UPT. Pendapatan/Kelurahan/Desa tempat objek
terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
b. Pengiriman malalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan/

Kelurahan/Desa.

Wajib Pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dengan
menunjukan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya. Pajak yang terhutang
berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh
tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda
administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang
tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran

dilakukan oleh Wajib Pajak melalui :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

c. Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Tempat Pembayaran

Pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak melalui bank tempat Pembayaran

adalah:
a)

b)

Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukan
SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah
dilakukan kliring.

Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani
STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat)
sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing :

1) Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;

2) Lembar 2 (dua) untuk Dinas;

3) Lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan; dan

4) Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran.

Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer,
sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar pengiriman

dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.

d. Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut

adalah :

D

2)

3)

4)

Wajib  pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukan
SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut.

Wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan
lembar ke-2 untuk petugas pemungut.

Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan
keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke
Bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5
(lima).

Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian
dikembalikan untuk disampaikan kepada :

a) Desa/Kelurahan (lembar ke-1);
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b) Dinas (lembar ke-2);

¢) Kecamatan (lembar ke-3);

d) Petugas Pemungut (lembar ke-4); dan

e) Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5).

5) Petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar
ke-1) dari Bank Tempat Pembayaran.

6) Petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah
menyampaikan SSPD/STTS lembar ke-1 kepada wajib pajak sebagai
bukti pembayaran PBB-P2 yang sah.

7) Bentuk dan isi TTS dan STTS ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.
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Secara visual pelaksanaan administrasi penagihan dan pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada gambar/flowchart di bawah ini :

Pendaftaran Pendataan " Penilaian Objek
Pajak
Penerbitan SPPT - J
PBB-P2
Pembayaran Pembayaran
melalui petungas melalui Bank
pemungut

[ Kas Negara }

Gambar 4.1 Pelaksanaan Administrasi Penagihan PBB-P2
Sumber : Diolah
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Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Berikut merupakan contoh formulir SPOP :

| PEMERINTAH KABJUPATEN JENBER pebemal TITTICTT]

DINAS PENDAFAT AN

| Sedls yu g i Ml‘da’n nh@:r nv

7 BURAT PENBERITAHUAN DBJEK PatAX Sarch | S o Wb Pagak.

=7

i B0 S i ng poda hodoer yurg seanm .
_DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMSER -
| KN TRANSAKS| [~ Pwssaman Duta [z pommtionDee [ ] 3 Punsciuasiosn Date

o (G S R S
avoemmsnsen [ L[] LLL.U::]LJ__JLJ_L_LL

A INFORMAS! TANDAHAN UNTUK DATA BARY

4 NOC AZAL E R NER 10
5. NO SPET LAMA EEER

B OATALFTAK ORJEK PAJAK

N, JECAN FOBLUR T LAV 1 NUNVUN
LTI IO IO (O
3, RELURA AN OF 5A 2 BN 10NT

ENINEENEE NSNS NRNENERNENE (O OO

C.OATA SUBIEK PAIAX

—
1 STATUS L L.Pamis 7 Pargsswa J. Pergebila & Pormeby % Sorghom

12 PEKERMAN [T 1.Pnay 2 NP 1 Peagran’) 4 Bocar 5 Linygs

T3 NARYS, SUBJEY PAIAY

(O T T o G L ITrn

14 NAMNY 1N AN

SIS RANANENNEEEENEENEE lllLlll LLITESTTT 111 .

15, KELURAHANI OEBA v 1N

LLLLITTTITATTT T O OO
18 KECAMATAN "
ERENANEEEER
18 KASUPATEN - wOOE POS
L_~UlJ_LJ_LlliJ,- LILLLIITT TTTTT]

) NOMOR KT™

Hl'llni'l ITTIT LI

2t.cung rann [LTTTT 17T 22 zona s vansmt 1]
21 NG TANN | 1. 7auh+ 2% ~13 Trroe %osn0 - :
ﬂ Amngnor — iz Jargar ™ L & Fust s Uinne

Cwan: M yang perch o Sread 517l s medn 22wl 200 DA RN ARNT PR LN |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014.
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b W AN DARCL NN
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(28 rancoa. raren L 0 DT e ramasaL momowime) ""]1_:1:7;
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Gambar 4.3 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (lembar 2)
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014.
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Cara pengisian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) :

Nomor Formulir

1. Jenis Transaksi : diisi petugas
2.NOP : diisi petugas
3.NOP Bersama : diisi petugas
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU
4.NOP Asal : diisi petugas
5.No. SPPT Lama : diisi petugas

B. DATA LETAK OBYEK PAJAK
6.Nama Jalan : diisi sesuai dengan alamat objek pajak

7. Blok/Kav/Nomor : diisi dengan nomor, blok, kaveling

8. Desa/Kelurahan : diisi dengan nama Desa/Kelurahan dimana objek
pajak berada

9.RW : diisi dengan nomor RW dimana objek berada

10. RT : diisi dengan nomor RT dimana objek berada

C. DATA SUBJEK PAJAK
11. Status : berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya pada saat formulir diisi

12. Pekerjaan : berilah tanda silang (X) pada angka

13. Nama Subjek Pajak : diisi dengan lengkap

14. Nama Jalan : diisi dengan alamat dimana subjek pajak bertempat
tinggal

15. Kelurahan/Desa : diisi dengan nama Desa/Kelurahan dimana subjek
pajak bertempat tinggal

16. RW : diisi dengan nomor RW dimana subjek pajak
bertempat tinggal

17.RT : diisi dengan nomor RT dimana subjek pajak
bertempat tinggal

18. Kecamatan : diisi dengan nama Kecamatan dimana subjek pajak

bertempat tinggal
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19. Kabupaten-Kode Pos  : diisi dengan nama Kabupaten dan nomor kode pos
dimana subjek pajak bertempat tinggal
20. Nomor KTP : diisi dengan nomor KTP dari subjek pajak
perseorangan

D. DATA TANAH

21. Luas Tanah : diisi dengan jumlah luas tanah objek pajak yang
dimiliki/dimanfaatkan

22. Zona Nilai Tanah : diisi oleh petugas

23. Jenis Tanah : berilah tanda silang (X)) sesuai dengan

pemanfaatan tanah, pada kolom yang tersedia.
E. DATA BANGUNAN
24. Jumlah Bangunan : diisi dengan jumlah bangunan yang ada pada
objek pajak yang bersangkutan.
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK
25. Tanggal/Bulan/Tahun : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat

pengisian SPOP
26. Tanda Tangan : ditandatangani di atas garis yang disediakan
27. Nama Subjek Pajak : diisi di atas garis yang disediakan nama lengkap

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
28. Tanggal/Bulan/Tahun : diisi oleh petugas

29. Tanda Tangan : diisi oleh petugas
30. Nama Jelas : diisi oleh petugas
31. NIP : diisi oleh petugas

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- Digambar oleh subjek pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.

- Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Sket/Denah
Lokasi Objek Pajak tidak perlu diisi/digambar.
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4.1.2 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
Berikut merupakan contoh formulir LSPOP :

= e —
LANPIRAN SURAT PEMBERTAHUAN OBJEK PAJAK No. Formuie EEEEREES
| 1JENE TRANSARE) | | 1 Peretanas D [0 2 meresmcrenn vats 1 3 Pengtarusan Dot
b - Al 4 Periuian Indvidau s e
PO HAS  KEC REUDES K NOURUT KOOE 3 N BNG lU_T
2.0 COLDLIL LT CER LI TT [ 4. EANCUNAN KE
B INS PENGR INAAN 2 Fanvia oo Sauile .: 3 Pabnk
BANGUNAN
[] 4 TooupoiwpmanRmo [ & Aumoy Saivk n [7] & Ome Engerzerries |
B T Hb W e [ & é‘n;kd\;..uub;;“mnu)rr] ? Ged, vy Pomo et |
Ew Landan [ Ly L:uh«a"))‘ﬂ Z Dnvaren 2uvk |
[ 13, Apanaresn | 14 g Senwn [T 15 Torge simes
[_f'.u‘lrumru o hodaty |
8 WASBrNGUNAN TTT T L] T AMAAH LANTAI T |
INFI & TN TEEAE. u_l I
B TrNDBAaNCUN D]_I_
0. YWNORENCVAS [T TT] 10 DAYA LISTIIN . i
[(IIIIIIII]
TSRAPASANG (AT - ! LI
14 MENDISI PADR ] 1. Sangwe [Tz ok BEE L [7] 4 i
UMUMNY A 5 Bak . o =
12.kehsTaueE [ 1 o | 2 Soken [J3 paupon [HERT
13, ATAR v pecamon U] 2 00henbotad [ 13 Garmnniey  [13 A 18 sung
Radors Al um Sng
O Gl __ — - 3.
14, DINDING 1. b [ 2 8ekn [ pots maty ()¢ %oy N R |
Aemitum . Corbiac
15 LANTS [Jrreme o [Ja e [k wonre  []5 3emee |
2 Papan
16 LANGITLANGIT [T} 1. e 7] 2. Trpwcrases []3 Ttk 2adn
T — _ Barty | .
vaaana: [ sm [] winsow | 12 AC Saval )1 A BERETY
A ASKSN 17T | 20 LUAS SERKERASAN HALAMNN (M) ‘
FRENANG (N7 'm D o B | Sepin [ ] 1] e
L1 Dl | | Z. Do . X
e Fu'hoﬂ; Ll | Gearng | 1] 2:1‘3" Senilip |
L JUMLAH OGN LANFY TYRP DAMARD | 22 JURLAS LIFT 25 JUNLEH TANGGA
LAPARGAN | | | Batcn LL [T Pewunceng IERIALAN
TENE —_ =
[T aseus (Tl ] waosu Lbe <040 M 0|
o ] [ ] Ewang Lic= 000 M o
1 PAUINNG PAGAR [TTT] T O6 PEVADAM  DF. Hesrert 01 Ads D2, Tidek odda
o — CERAKAISN (12 Spamkisr [T A 712 Ticah oo
i ences  [J1eiuses [2 sawtums Oafeal  Ofad 02 Taub s
26 JU_SALGRAN [ 1 25 REDALANAN SUVUR [T P
ol 1 E spremenn e L]

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014.
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PAKIIERE NGE RLUIGUDANG PEATAMEAN (195 33

24 T oom v | 9. Lenan menTane v | ]
. DAYADJIELNG I EELA NG —— 22 LUAS NEZZNMME 1
LANTAI [K3'#) 71Tl CorO G o) LilT] W) L

0. DATA TAMEAHAN UNTUK EANEINAN NON - STANDARD
JTLEGAN DAL TA ) GIDUNG FENERINTAH 1 PR
AL KELAS RANGUNN [ 1 Kobas ¢ L2 <evsz: o abesd (4. Ketas 4
[ TORKCA O NKSAZ AINTING (PG ~|
M. KBLAS RGN [ 1 Melas + D2 <anez LA %abel
RIS EAKIT ) KLINIKC (2P 0]
35 KELAS BAnGINEN D kntas b D2 <owsi Dimased L4, Kelos 4
VRS KAMAR NENGAN \ IT LSS RLAVAGE LN DENCA '—[-H_D
O SENTRAL INT) aitpo AL BINTRAL (N —-
TTO ANIRAGA § RO AR LIS |
20 KELAS BANGUNAN [0 ket Do Kaae2

] HOTEL | VATNA (. FT7]
3 ENES HOTEL J1. N Rusarl U2 Resen
40 JML BINTANG JtBranga 12 wrte e O3 6rnng s D4 Bowog 1.7 % ManAntang
A1 JUN B ssAL A2 U3 MR CEf-':.\‘T—-I-—]—| A5 LAS SANG LA
e AcSENTRAL gy A o sewrraL ey |1 11T
] RRCIRA FARRIR (el P s SELCER y
s Tvemnanay Lo meed z-oea  Jamesz T Toey
T 7ENETEEN | JFE=3; R
| S KELASEANRYON D sest Dzvopez DEKewss |13 <abnd

A I LA AP AR TEVE | | {a7 roas conmrons 2 3 L g
eve | | j&i L._us EARTINGN CEMAAN 43 L NLATAG LN CENGAN
e AT SENTRA ) tl i1l AL SENTIRL (V5 [T11]
| I TAACH AN YA (Pt ) — F T

| 44 RAPRNITAN TANSGE SOLETAKTANGK | |v mauns [ ]2 DiBansh
i | NERRE Tar Twtah
LI GEGUNG Sexs0ny P s16; ANl =2
5 GLAS BANGUNAS D S Hoa b () 2 rowee2

EPENLAM NOVIDUAL (2 MW L]

52 MLAGISTEM T ShHLANOMROA TTTTTT T T
F.DENTTTAS PEXDATA ) PEJABAT YANG BERWENANG
JGAS PPNDATA VIENGETAMLY 9F WEAT YANG RERWENANG
TG MUKIING REENENR!
REMSAL: -
|ss v rmroarans L1110 L]] savoypereunas LU0 L 10T
| 25 TANDA TANGAN B0 TANI TANGAN
|A7 NV IRLAS  — ——— 01 NARA FLAS

tgane, OOIDTTTTITTTIOONLS |ezme. (L ITTTIIILLILLIIO

Gambar 4.5 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (lembar 2)
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014.
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Cara pengisian formulir Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) :

Nomor Formulir ;

1. Jenis Transaksi : diisi oleh petugas
2. NOP : diisi oleh petugas
3. Jumlah Bangunan : diisi oleh petugas
4. Bangunan Ke : diisi oleh petugas

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. Jenis Penggunaan Bangunan: berilah tanda silang (X) sesuai dengan

6. Luas Bangunan

7. Jumlah Lantai
8. Tahun Dibangun
9. Tahun Direnovasi

10. Daya Listrik Terpasang
11. Kondisi Pada Umumnya
12. Konstruksi
13. Atap
14. Dinding
15. Lantai
16. Langit-langit
B. FASILITAS
17. Jumlah AC

18. AC Sentral
19. Luas Kolam Renang

pemanfaatan bangunan saat ini.
: isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras,

balkon dan bangunan tambahan lainnya.

: Isilah jumlah lantai yang ada.
: Cukup Jelas
: isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.

: isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam

Rekening.

: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.

: berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan.

: berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan.

: berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan.

: berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan.

: cukup jelas.
: cukup jelas.

: cukup jelas.
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20. Luas Perkerasan Halaman : isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan
typenya.

21. Jumlah Lapangan Tenis : cukup jelas.

22. Jumlah Lift : cukup jelas.

23. Jumlah tangga berjalan : cukup jelas.

24. Panjang Pagar, bahan pagar  : cukup jelas.

25. Pemadam kebakaran : cukup jelas.

26. Jumlah/sal. Pesawat PABX  : isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon
(extention) yang dihubungkan dengan PABX.

27. Kedalaman Sumur Artesis : cukup jelas.

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB

28. Tinggi kolom : diisi dengan tinggi kolom bangunan
29. Lebar bentang : diisi dengan lebar bentang bangunan.
30. Daya dukung lantai : diisi daya dukung lantai

31. Keliling dinding : keliling dinding = 2 x (panjang+lebar)

D. DATA BANGUNAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD
Nomor 33 s/d 51 : cukup jelas

E. PENILAIAN INDIVIDUAL
52. Nilai Sistem :nilai hasil perhitungan komputer
53. Nilai Individual : kolom ini diisi untuk objek pajak yang nilainya

dihitung dengan menggunakan penilaian individual.

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
Nomor 54 s/d 62 : cukup jelas
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4.1.3 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB
Setelah wajib pajak menyerahkan SPOP dan LSPOP kepada Dinas, wajib
pajak akan mendapat surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang

dikeluarkan oleh Dinas. Berikut merupakan contoh SPPT PBB :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN : 411312
¢ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014  PERKOTAAN
NOP:35.09.710.005.021-0114.0 #22101141246277SNHIN3501/04#

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL KARIMATA GG MURNI I/05 SEMINAH
RT.003 RW.04 BTN JEMBER PERMAT III I/05
SUMBERSART
SUMBERSARI
JEMBER

OBJEK PAJAK ~ NJOP PER M’ (Rp.) TOTAL NJOP (Rp.)

BUMI L n2BSEdo0 47 025.000
BANGUNAN ' i . 5951000 26.775.000
g & 3 \ \ X TR

/I NJOP sebagai dasar pengenaan FgB'B =
| NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) -

NJOPKP untuk penghitungan PBB = . o AL
- “0lilo% X - 53 600.04 70.

N

a > o 3 s
"] PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.) - 70.
TUJUH PULUK 'KIBU  SERATUS DELAPAN PULUM ®OPIAH

T

| TGL. JATUHTEMPO  : 31 JUL 2014 - JEMBER~, 02 JAN 2014
5| TEMPAT PEMBAYARAN : e P

ATM:BANK JATIM TELLER:BANK JATIM

Gambar 4.6 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014.
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4.2 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Bupati Jember nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Jember menjelaskan dalam pasal 33 tentang Tata Cara Pembayaran PBB-P2
terdapat 2 tata cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar pajak
bumi dan bangunan, yaitu :
a. Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Tempat Pembayaran
b. Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

4.2.1 Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Tempat Pembayaran

Pelaksanaan administrasi pembayaran PBB-P2 melalui Bank tempat

pembayaran :
Wajib Pajak =( Bank atau
tempat lain yang
ditunjuk

Bukti setoran
rangkap 4

Lembar 1 untuk
Wajib Pajak

Lembar 2 untuk

Dinas
Lembar 3 untuk Lembar 4 untuk
Desa/Kelurahan Bank/Tempat
Pembayaran

Gambar 4.7 Pelaksanaan administrasi Pembayaran PBB-P2 melalui Bank

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Tahun 2014.
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Dapat Diuraikan Sebagai Berikut:

a.

Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukan
SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan
kliring.
Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani
STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat) sebagai
bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing :

1) Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak

2) Lembar 2 (dua) untuk Dinas

3) Lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan

4) Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran
Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer,
sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari

Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.
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4.2.2 Pembayaran PBB-P2 Melalui Petugas Pemungut

Pelaksanaan administrasi pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut:

Wajib Pajak

Petugas Pemungut m

Tanda Terima

Setoran 7

DPH
(rangkap 5)

(Rangkap 2)

Desa/Kelurahan
(lembar 1)

Bank
et o }\ - >
Dinas Petugas Pemungut
(lembar 2) Kecamatan (lembar 4)
(lembar 3)

Gambar 4.8 Pelaksanaan administrasi pembayaran PBB-P2 melalui Petugas

Pemungut

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Tahun 2014.
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Dapat diuraikan sebagai berikut :

a.

Wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukan SPPT/SKPD
kepada Petugas Pemungut

Wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar
ke-2 untuk petugas pemungut

Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan
keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank
yang ditunjuk dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH)
sebanyak rangkap 5 (lima)

Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian
dikembalikan untuk disampaikan kepada:

1) Desa/Kelurahan (lembar ke-1)

2) Dinas (lembar ke-2)

3) Kecamatan (lembar ke-3)

4) Petugas Pemungut (lembar ke-4)

5) Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5)

Petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1)
dari Bank Tempat Pembayaran.

Petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menyampaikan
SSPD/STTS lembar ke-1 kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran
PBB-P2 yang sah
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BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara

dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan

data-data yang terkumpul mengenai Pelaksanaan Administrasi Penagihan Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

a.

Dalam Pelaksanaan administrasi penagihan PBB-P2, Dinas pendapatan sebagai
pihak yang berwenang tidak semata-mata dapat menjalankan proses penagihan
secara mandiri. Dinas pendapatan juga dibantu oleh pihak-pihak terkait dalam
penagihan PBB-P2 seperti petugas Desa/Kelurahan dan Bank-Bank Terkait
serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan
bangunan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Setelah wajib pajak menyerahkan surat pemberitahuaan objek pajak dan
lampiran surat objek pajak kepada dinas pendapatan daerah kabupaten jember
wajib pajak akan dapat surat berupa surat pemberitahuan pajak terhutang yang

dikeluarkan oleh dinas. Yaitu SPPT PBB.

53
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Lampiran A. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Lembar 1

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER [N°' Fomulir

DINAS PENDAPATAN

Selain yarg diisi oleh Petugas (bagian yang
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK diarsir), diisi oleh Waijib Pajak.
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

| DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER :

1. JENISTRANSAKS| [ ] 1.PerakamanData - [ | 2.PemutakhiranData [ ] 3. Penghapusan Data
PR KAB. _ KEC. KEL/DES BLOK _NO.URUT KODE
2. NOP
anopsersama LI LT ILT T[T T[T TJCTTTI[]
A. INFORMAS| TAMBAHAN UNTUK DATA BARU 5
| 4.NOP ASAL { | @ [ PR T8/ L L T1 ][]
\s.nosperiama [ L1111 e
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
6. NAMA JALAN 7.BLOK/ KAV / NOMOR
EEE" NS, NAEOEEENEREDEIAEEEREEE NN AEET  SRJER
| 8. KELURAHAN/ DESA 9. RW 10.RT
BE Ten=dEENEF 0 SREEEE i feBl |
:11.STATUS [] 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa J
12.PEKERJAAN [ | 1.PNS®) 2. TNIPolrit) 3. Pensiunan®) 4. Badan 5 lainnya |

1

1

! 13. NAMA SUBJEK PAJAK
[

|

L[ JERIN N T T I TR TLUTTTT ] (T T A8 N

14. NAMA JALAN

Ll ] ISR T R T BT ETTT TN TTT] (T T T s o

| 15. KELURAHAN/ DESA 16.RW 17.RT

RENF NERS.. | THEECNEERGEIESSSAEREEF

| 18. KECAMATAN
(L ISl [ TTTT Pl T 11T

]19. KABUPATEN - KODE POS

TS SniElwsEE R R T o fEE

20. NOMOR KTP

| LSRRGS TP LT TT)

D. DATA TANAH

| 21.LuasTanan LTI

23. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum ‘
{ D Bangunan D Siap Bangun D D |

22. ZONANILAITANAH [ ]

| Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan ;

dilanjutkan dihalaman berikutnya
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Lampiran B. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Lembar 2

E. DATA BANGUNAN
| 24. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

i Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas
| dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
| 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
| Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember

25. TANGGALBULANTAHUN [ ]/ [T ]/[TTT]

! 26. TANDA TANGAN

‘ 27. NAMA LENGKAP

|

| Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan;

Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak;
Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor : 31 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :
28. TANGGAL (TGLBLNTHN) [ [ /[T 1/[]] |32 TANGGAL (TGL/BLN/THN) (ML
29. TANDA TANGAN 33. TANDA TANGAN
30. NAMA JELAS | 34. NAMA JELAS
o EENCOEO TR INEREEE ‘|35.NIP. BIECCEEOOTREERE O

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran
KETERANGAN

- Gambarkan sket/ denah lokasi Objek Pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang
mudah diketahui oleh umum. JI. Jawa
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, } Karmo

selatan, timur dan barat.

Susilo
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Lampiran C. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Lembar 1

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formuiir [ T[T [ 1] EEE |

| | 1. Perekaman Data D 2. Pemutakhiran Data D 3.Penghapusan Data
4. Penilaian Individual !
PR KAB. KEC. KEL/DES. BLOK NO.URUT KODE 3. JUMLAH BNG I |

ERIERINER BEN DES. BEPNCE 4. BANGUNANKE[T [ ]

A. RINCIAN DATA BANGUNAN
D 2. Perkantoran Swasta

1.JENIS TRANSAKSI

5. NS PENGGUNAAN[ | 1. Perumahan D 3. Pabrik
BANGUNAN

D 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko D 5. Rumah Sakit/Klinik D 6. Olah Raga/Rekreasi ‘

D 7. Hotel/Wisma D 8. Bengkel/Gudang/PertanianD 9. Gedung Pemerintah

D 10. Lain-lain D 11. Bangunan Tidak Kena Pajak D 12. Bangunan Parkir

| [_—_l 13. Apartemen D 14. Pompa Bensin D 15. Tangki Minyak

| D 16. Gedung Sekolah ] |

L

[ 6. LUAS BANGUNAN ED:D]:DID 7. JUMLAH LANTAI Dj —1
| 2
| (M%) |
8. THN DIBANGUN ED:D :
9. THN DIRENOVASI D’_T_‘D 10. DAYA LISTRIK |
| Tereasanc warn LTI TTTTT] |
11. KONDISI PADA 1. Sangat 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek |
UMUMNYA D Baik D D D |
| 12. KONSTRUKSI []1.8aja [] 2 Beton []3 BawBata [J4. kayu
| 13. ATAP [J1. pecrabory [ 2. Genteng Beton [] 3. Genteng Biasar [ 4. Asbes [ 5. seng
Beton/ Aluminium Sirap ‘
Gtg Glazur
14. DINDING D 1. Kaca/ D 2. Beton D 3. Batu Bata/ D 4. Kayu D 5. Seng ‘
Aluminium Conblok
15. LANTAI D 1. Marmer D 2. Keramik D 3. Traso W Ubin PC/ D 5. Semen ‘
; Papan |
| 16. LANGIT-LANGIT D 1. Akustik/ D 2. Triplek/Asbes D 3. Tidak Ada \
{ Jati Bambu |
B. FASILITAS
I 17. JUMLAH AC (1] spit [ [] window | 18. AC Sentral [] 1 Ada [] 2. Tdk Ada
| 19. LUAS KOLAl\zll I | I 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (Mz)
RENANG (M°) ] S D 1 Ringan ] Berat
== Bipicster sHPengan [ ] Sedang | Dengan Penutup |
| Rolapis Lantai |
| 21. JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU | 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA [
LAPANGAN [:I:] Beton Penumpang BERJALAN ‘
TENIS
I:D Aspal []:] D: Kapsul Lbr<0,80 M DD 1
Tanah Liat/ |
B Lbr>0,80 M |
Mrsris [ | [T sems oson (][]
| 24. PANJANG PAGAR Em] 25. PEMADAM O1.Hydrant 0O1.Ada 0O 2. Tidak ada|
(M) KEBAKARAN [2. Sprinkler 0 1.Ada [ 2. Tidak ada
BAHAN PAGAR D 1. Baja/Besi D 2 Bata/Batako O3 FireA. O1.Ada O 2. Tidak ada
26. JML. SALURAN 27. KEDALAMAN SUMUR 1
PES. PABX ___ARTESIS (M) LLIT]
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Lampiran D. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Lembar 2

C. DATATAMBAHAN UNTUK JPB=3/8
[J PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

| 28.TINGGI KOLOM (M)[ ] ] 29. LEBAR BENTANG (M)[ ] ] !
30. DAYA DUKUNG 31. KELILING 32. LUAS MEZZANINE
LANTAI (KQ/MZ) EED DINDING (M) EED (MZ) EED:]

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD
[J PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN [ 1.Kelas1 [2.Kelas2  [3.Kelas3 [J4. Kelas 4
"0 TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN [ 1.Kelas1 2. Kelas2  [13.Kelas 3
[0 RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN [ 1.Kelas 1 [J2. Kelas 2 03.Kelas3 4. Kelas 4

36. LUAS KAMAR DENGAN 37. LUAS RUANG LAIN DENGAN

AC SENTRAL (M?) 1117 AC SENTRAL (M?) SEERD

[ OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN [J 1.Kelas 1 [J2. Kelas 2
[ O HOTEL / WISMA (JPB=7)

|

39. JENIS HOTEL [J1. Non-Resort [ 2. Resort
40. JML BINTANG 01.Bintang 56 [J 2. Bintang 4 [ 3. Bintang 3 [J 4. Bintang 1-2 [J 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KAMAR DENGAN| 43. LUAS RUANG LAIN D

AC SENTRAL (M?) AC SENTRAL (M?) ﬁfﬁj]

| [0 BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44, TIPE BANGUNAN D 1. Tipe 4 DZ. Tipe 3 D3. Tipe 2 D4. Tipe 1
[0 APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN [ 1.Kelas1 [ 2. Kelas 2 03 Kelas3 [ 4. Kelas 4

46. JUMLAH APARTEMEN] | | | [ |47. LUAS APARTEMEN DENGAN 48. LUAS RUANG LAIN DENGAN
AC SENTRAL (M?) AC SENTRAL (M?)

[J TANGKI MINYAK (JPB=15)
49. KAPASITAS TANGKID:]ID 50. LETAK TANGKI D1. Di Atas D 2. Di Bawah
(M) Tanah Tanah

[J GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)
51. KELASBANGUNAN [ 1.Kelas1 [ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp)

| 52. NILAI SISTEM D:Dm 53. NILAIINDIVIDUAL m

F.IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
| 54. TGL KUNJUNG EEVEENOE
| KEMBALI
l 55. TGL PENDATAAN [ [ /[ ]/[T] 59, ToL PENELITIAN [T [ T T 1]
| 56. TANDA TANGAN 60. TANDA TANGAN
| 57. NAMA JELAS 61. NAMA JELAS
lseop, MEPL! ] NIRRT TTTITT T ™ 6o wie. [T LEEFT T BRI [ T11]

58
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Lampiran E. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP:35 09.710.005.021-0114.0

AKUN 411312
2014  PERKOTAAN
#22101141246277SNH2N3501/04Q‘

LETAK OBJEK PAJAK
JL KARIMATA GG MURNI I/05
RT.003 RW.04
SUMBERSART
SUMBERSARI i
JEMBER k

I I SRS TR A

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
SAMINAH
BTN JEMBER' PERHAI III I/05
RT 003 RW.04
CSUNMBESART T

~—JEMEER
NPWPD :

OBJEK PAJAK LUAS (M)

_NJOP PERM ' Re)

TOTAL NJOP (Rp.)

| BUMI 14
| BANGUNAN o

47 025.000
26.775.000

/| NJOP sebagai dasar pengenaan

/| NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak
e 3l NJOPKP untuk penghitungan PBB

4| PBB yang Terhutang

73.800.000
10.000.000
63.800.000

i " = .‘; A R
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)-

TUJUH PULUH "KI1BU. SERATUS

CAPAN PULUH

PIAH

'TGL. JATUHTEMPO  : 31 JUL 2014
| TEMPAT PEMBAYARAN :

ATM:BANK JATIM TELLER:BANK JATIM

o

JEMEER~.. O 20
fyggaz\_.\oz JAN 2014
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Lampiran F. Surat Permohonan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 - Jawa Timur

Nomor  :576H4/UN.25.1.4/PM/2014 07 JuL M
Lampiran  : Satu Bendel
Hal : Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
JI. Jawa No. 72
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan
pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja
Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin
untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan
tersebut adalah :

NO NAMA NIM PROG. STUDI
1. | M. Almas Firdausi 110803102048 | D3 - Adm. Keuangan
2. | Gandi Mulya Rahman 110803102035 | D3 - Adm. Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 22 September - 22 Oktober 2014

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

“NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip
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Lampiran G. Surat Rekomendasi Perijinan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

Jember, 29 Agustus 2014

Nomor : 5764/47(4 ] 422/ 2014 Kepada
Sifat . Penting Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Lampiran : -- Universitas Jember
Perihal 1 Persetujuan Tempat Praktek di -

Kerja Nyata JEMBER

Memperhatikan surat Saudara Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor
: 5764/UN.25.1.4/PM/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa Saudara atas

nama :

1. Nama : M. ALMAS FIRDAUSI
NIM : 110803102048
Jurusan @ D3 - Adm. Keuangan

Z Nama : GANDI MULYA RAHMAN
NIM : 110803102035
Jurusan : D3 - Adm. Keuangan

Terhitung mulai tanggal 01 September 2014 s/d 30 September 2014 untuk melaksanakan
Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

‘-J!_:_/ Pembina
IP. 19640106 199703 1 004
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Lampiran H.Surat Permohonan Nilai PKN (Praktek Kerja
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kali 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 ~ Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor  :206JUN25.1.4/DT/2014
Lampiran  : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Nilai PKN

Yth. Pimpinan
KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3
Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami
mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir.
Hasil penilaian tersebut mohon dikiim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember
dalam amplop tertutup setelah berakhimya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

\ B @mad Fathorrazi Mg

:‘N 199002 1 001
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Lampiran I. Nilai Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata)l

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan:37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

NO |  INDIKATOR PENILAIAN e T o
1. | Kedisiplinan 79 Tujuh plh sembilen
2. | Ketertiban 82
3. |Prestasikeda | 79
4. | Kesopanan 81
5. | Tanggung Jawab 7 ¢ :/73
IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : GANDI MULYA R.

NIM : 110803102035

Program Studi : D3 - Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama
Jabatan

Institusi

Tanda Tangan dan ‘o~

Stempel Lembaga :

PEDOMAN PENILAIAN

NO| ANGKA | KRITERIA

1 > 80 Sangat Baik

2 70— 79 Baik

3. 60-69 | CukupBak |
B 47 750_—_72» B Kurang BaiL
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Lampiran J. Absensi Mahasiswa selama PKN (Praktek Kerja Nyata)
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DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA

INAS PENDAPA TEN
Tempat KK : BIDANGI
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER
NO NAMA TANGGAL PAG stanG i
» s /) DIN | SAKIT| TK
1_|GANDI MULYA RAHMAN | 1 SEPTEMBER 2014 | 474t | A2
2 SEPTEMBER 2014 | AZin | F74
3 SEPTEMBER 2014 |2z
4 SEPTEMBER 2014 %
5 SEPTEMBER 2014 | A ek
(6 SEPTEMBER 2014 ) rl
(DsePTEMBER 2014 | A—T—/ /7 I|[P7]__|
8 SEPTEMBER 2014 (A 7#2e] | 47204
9 SEPTEMBER 2014 | /] A
10 SEPTEMBER 2014 ’
11 SEPTEMBER 2014 | Aty
12 SEPTEMBER 2014 A
|{3)SEPTEMBER 2014 > =R
(14)SEPTEMBER 2014| B ZFF
15 SEPTEMBER 2014 [ A
16 SEPTEMBER 2014 AT A | Az4 K
17 SEPTEMBER 2014| A7 ) | Agndl
18 SEPTEMBER 2014 | f7u{~ | i
19 sepTemBeR 2014 [ Ak | A
20'SEPTEMBER 2014 =/ " el A
GUSEPTEMBER 2014 A e
22 SEPTEMBER 2014 Al
23 SEPTEMBER 2014 | Ak
24 SEPTEMBER 2014 3
25 SEPTEMBER 2014 % %
26 SEPTEMBER 2014 | ATMA | A TUA
(37)SEPTEMBER 2014 =~ ) =27 Vo =
(28)SEPTEMBER 2014 5o o
29 SEPTEMBER 2014 :
30 SEPTEMBER 2014 Sl

Jember, SEPTEMBER 2014

KA. SUB-BAG.,UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DI%&?GD’AT’ATAN"K)BUPATEN JEMBER

N, v s
NIP:"19721216 199803 1 004
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Lampiran K. Kartu Konsultasi
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 — Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150

Email : fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3

Nama

NIM

Program Studi
Judul Laporan PKN

Dosen Pembimbing

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

GANDI MULYAR.

110803102035

D3 - Administrasi Keuangan

: PELARSANAAT ADMIHISTRASE PERAGIRATL PADAIS BUMi DAN BARCURARL
(98%) PADA DiAS PenDAPATAN  DAETAH  KAB. DEMDber.

Drs. Abdul Halim, M.Si.

TMT_Persetujuan 27 Agustus 2014 s/d 27 Pebruari 2014
Perpanjangan 27 Pebruari 2014 s/d 27 April 2014
NO. | TGL. KONSULTASI | MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN TANDA TANGAN PEMBIMBING
L @M Do, Pripadl ‘
2 ) "M\ foos T fre—
S 7 prab I —& R
4, o .. g
5. /;5/ / ” M A/7- TE —75 A'i,- ~
6. ' A’i, 04/1%
, v
8. Bl
9. I Y
10. 10z
11 :ls TR
12. 3 b
13. E L
14. A4:csiiisgesisanses
15. 15.... . S,

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Lo

e
Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M.Si.
NIP. 19660918 199203 2 002

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

NIP. 19501221 197801 1 001
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